BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1Z TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengedalian Intern Pemerintah, kepala
Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian
atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan
perpedoman pada Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP);

. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan

SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang
dapat digunakan untuk menilai pengelolaan risiko di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
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Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS .

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya
disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang
merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah daerah.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah
unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan
pengelolaan risiko.



8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan
pemerintah daerah dan perangkat daerah.

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.

10.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan
pengendalian yang sudah ada.

11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang
telah  teridentifikasi dalam rangka mengestimasi
kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk
menetapkan level atau status risikonya.

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana,
kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi
sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian
tujuan.

13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat
RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang
akan dilakukan oleh perangkat daerah.

14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan scusai dengan ketentuan, standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang
telah ditetapkan da menetukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
dalam mencapai tujuan.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
sclanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daecrah yang
selnajutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

18. Kebijjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang menuat kebijakan bidang



pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periose 1 (satu) tahun.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
Patoka batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD wuntuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

20.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Banyumas
untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah
Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan
panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB Il
PENGELOLAAN RISIKO
Pasal 3

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas
tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis
perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. pengembangan budaya sadar risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
c. penyeclenggaraan proses pengelolaan risiko.



(3) Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan  Resiko
tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Ketentuan mengenai Contoh Rekapitulasi Hasil Kuesioner
Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control
Environment Evaluation (CEE) tercantum dalam lampiran 11

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(5) Ketentuan mengenai Kode Resiko tercantum dalam
lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(6) Ketentuan mengenai Contoh Outline Laporan/Dokumen
Rencana Tindal Pengendalian tercantum dalam lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 4

(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai
dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di
seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;

b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses
pengambilan  keputusan di  scluruh  tingkatan
organisasi;

¢. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian
yang mendukung penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan
keputusan;



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;

¢. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik;
dan

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses
organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur

pengelolaan risiko, yang terdiri atas:

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;

b. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebagai
koordinator  penyelenggaraan pengelolaan  risiko
Pemerintah Daerah;

c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit
Pemilik Risiko (UPR);

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;

e. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab
pengawasan;

Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan

risiko Pemerintah Daerah;

Sckretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan

pengelolaan  risiko Pmerintah  Daerah scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang

mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan

pemerintah daerah;

Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup

kerjanya;

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau



pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di
lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;

(6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang
memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan
pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 6
(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah
daerah Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. Bupati sebagai ketua;

b. Kepala Badan Perencanaan Daerah atau Satuan Kerja
Perangkat DAerah sejenis sebagai coordinator
merangkap anggota;

¢. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 memiliki tugas:

(1) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah;

(2) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinanaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Bupati cq. Sekretaris Daerah.

Pasal 8
Unit Pemilik Risiko sebagai penganggung jawab pengelolaan
risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri
atas:
a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
¢. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.



Pasal 9

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memiliki
tugas:

a.

b.

c.

menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat
pemerintah daerah;
menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat
pemerintah daerah;

. melakukan identifikasi dan analis risiko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah
daerah;

melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1I sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) memiliki tugas;

e.

menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit
eselon II pada OPD masing-masing;

menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat
unit eselon Il pada OPD masing-masing;

- melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;

. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan

risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon IIl dan IV sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) memiliki tugas;

a.

b.

C.

melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan
risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
menatausahakan proses pengelolaan risiko.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 10

Proses pengelolaan risiko meliputi;

a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
Penilaian risiko;

Kegiatan pengendalian;

Informasi dan komunikasi; dan

I I LA - ¢

Pemantauan.

Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan,

Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses
menajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya
organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis

organisasi.
Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 11

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
diperlukan untuk menentukan rencana penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan
budaya risiko dan pengelolaan risiko,

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan
pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub
unsur lingkungan pengendalian intern.
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Paragraf Kedua
Penilaian Risiko
Pasal 12

(1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi
pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko
yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis (entitas) OPD; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) OPD.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah
disclesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan Renstra OPD atau
segera setelah diselesaikannya Renstra OPD.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau
segera setelah diselesaikannya RKA OPD.

(6) Proses penilaian risiko meliputi:

a. penetapan konteks/tujuan;
b. identifikasi risiko; dan
c. analisis risiko.

Pasal 13
Penctapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan
konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14
(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan
tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana
strategis dan rencana kinerja tahunan.
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(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 (tiga)
tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah,
konteks strategis (entitas) OPD, dan konteks operasional
(kegiatan).

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah
ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah
Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan
berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum
dalam dokumen Renstra OPD.

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan
berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam
dokumen RKA OPD.

Pasal 15
(1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan
analisis atas risiko-risiko.
(2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
a. skala kemungkinan risiko;
b. skala dampak risiko; dan
c. skala tingkat risiko.

Pasal 16
(1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan

Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis

Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan

tujuan operasional (kegiatan) OPD.

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat
pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber
risiko, dan dampak risiko;

b. mendokumentasikan proses indentifikasi risiko dalam
daftar risiko;
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Pasal 17

(1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menetukan nilai
dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan
dan dampaknya;

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1)
suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko secbagai
informasi untuk menciptakan rencana tindak
pengendalian,

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

b. memvalidasi risiko;

c¢. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan;

d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18

(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk
mengimplementasikan RTP.
(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara
lain dapat berupa kebijakan dan /atau prosedur;
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi
Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan
telah terdapat komunikasi internal dan cksternal yang
efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
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(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan

(1)

(2)

(3)

(4)

sarana informasi dan komunikasi vang efektif dalam
melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan
Pasal 20

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang
mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah
(Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat
Eselon I1l) Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon
IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah
daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit
kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan  oleh  Inspektorat Daerah selaku
penanggunjawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi
audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan
lainnya.

BAB 111
PELAPORAN
Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,

Pemerintah Dacrah menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik
risiko; dan

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan
internal.
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(3) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko
yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah
Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, penilaian
risiko operasioal OPD.

Laporan pengelolaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko
disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris
Daerah dan unit kepatuhan internal;

Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian
risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada
Bupati, dengan tembusan kepada Sckretaris Daerah dan
unit kepatuhan internal;

Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat
entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit
Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk
tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan
Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan
kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sckretaris
Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian
Risiko pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2017
Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan  di Purwokerto
pada tanggal [ 1 MAR 2071
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR /2 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

L PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga
pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib
melakukan penilaian risiko; dan

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP
diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintah daerah;

2. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten

Banyumas dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah,

tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan

(operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen
Rencana Pemerintah Jangka Menengah Dacrah (RPJMD).
Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh



Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah
koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD
Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD
yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD
(Renstra OPD).
Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-
masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya,
sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Il dan Unit Pemilik
Risiko Tingkat Eselon 11l dan IV.
3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD
Pengelolaan risiko operasioal OPD bertujuan mengendalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional
kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen
perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Perjanjian Kinerja
OPD, dan Rencana Kerja OPD.
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran
manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat
Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.
B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria
penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi,
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko
yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat
diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.
Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala
Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas)
Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).
1. Skala Kemungkinan Risiko
a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan
statistik (probability), frekuensi kejadian per satuan waktu
(hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan expert
Judgement.
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b. Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah
Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan kejadian
per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua
kriteria penentuan kemungkinan vaitu berdasarkan
persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani
dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1

tahun.
c. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah
Kabupaten Banyumas meliputi:
Tabel 2.1
Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko
No Kriteria Definisi Kriteria Kemungkinan Skala
Kemungkinan Nilai
1 Hampir tidak | Kecil kemungkinan dan dapat
pernah terjadi | diabaikan
Probabilitas sangat rendah, hampir .
mendekati nol
Peristiwa hanya timbul pada
keadaan luar biasa
2 Jarang Terjadi | Kecil kemungkinan tetapi tidak
dapat diabaikan
Probabilitas rendah, tetapi lebih 2
besar dari pada nol
Mungkin terjadi sekali dalam 25
tahun
3 Kadang terjadi | Probabilitas kurang dari 50% tetapi
masih cukup tinggi 3
Mungkin terjadi sekali dalam 10
tahun
4 Sering Terjadi | Mungkin tidak terjadi atau peluang
50/50 4
Mungkin terjadi kira-kira sekali
dalam setahun
5 Hampir Pasti | Kemungkinan terjadi > 50%
Terjadi Dapat terjadi beberapa kali dalam | 5
setahun

d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik
Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang
jelas atas kegiatan tersebut.
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2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat

ditentukan.

2. Skala Dampak Risiko
Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa
area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang
mungkin terjadi.
a. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Kabupaten
Banyumas berdasarkan area dampak yang memiliki bobot
tertinggi hingga terendah, meliputi:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Beban Keuangan Negara

Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran
negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat
berharga, kewajiban, dan barang.

Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama
baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang
menyebabkan  tingkat kepercayaan masyarakat
menurun,

Sanksi Hukum

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas
perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau
organisasi.

Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang
dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan
yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Gangguan terhadap kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja
yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja
lainnya.



Tabel 2.2
Level kriteria dampak dari risiko

No

Dampak

Definisi Kriteria Dampak

Nilai

Sangat

Kerugian kurang dari Rp100.000,00

Tidak berdampak pada pencemaran /reputasi

Tidak material

Ancaman psikis

Agak mengganggu pelayanan (x < 5% dari jam
operasional layanan harian)

Hambatan tertangani, tujuan tercapai

Kecil

Kerugian  Rp100.000,00  sampai dengan
Rp1.000.000,00

Berdampak pada pandangan negatif terhadap
institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam

pemberitaan media lokal)

Pelanggaran biasa, sanksi teguran

Cukup mengganggu jalannya pelayanan
(5% = x < 15% dari jam operasional layanan
harian)

Cedera fisik dan mental ringan

Kegiatan terhambat, kurang efisien

Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000,00
sampai Rp10.000.000,00

Berdampak pada pandangan negatif terhadap
institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam
pemberitaan media lokal dan nasional)

Pelanggaran biasa, sanksi tertulis

Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup
signifikan (15% = x < 35% dari jam operasional

layanan harian)

Cedera fisik dan mental sedang

Kegiatan terhambat, kurang efektif

Kerugian yang terjadi diatas Rp10.000.000,00
sampai RpS50.000,000,00

Merusak citra institusi dalam skala nasional
(telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan
nasional)

Pelanggaran serius sanksi tertulis

Terganggunya pelayanan secara signifikan
(35% s x < 50% dari jam operasional layanan
harian)

Cedera fisik dan mental berat

Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif

Sangat

Kerugian yang terjadi diatas Rp50.000.000,00

Merusak citra institusi dalam skala nasional,

penggantian pucuk pimpinan instansi secara
mendadak

Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum

Twnyapehyananmaangatﬁgniﬁksn
(x = 50% dari jam operasional layanan harian)

Kematian

Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai
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3. Skala Tingkat Risiko

a) Kombinasai antara level kemungkinan dan level dampak
kemungkinan menunjukkan besaran risiko;

b) Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan
level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala
tingkatan (level);

c) Matriks level risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Level Risiko
Level Risiko Besaran Risiko Warna
Sangat Tinggi 20-25
Tinggi 16-19 Oranye
Sedang 12-15 Kuning
Rendah 6-11
Sangat Rendah 1-5 Hijau

Dasar dalam penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko
yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level
kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat
diterima atau disebut dengan selera risiko ditetapkan sebagai
berikut:
a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima
dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus
ditangani untuk menurunkan level risikonya.
Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai risiko ini tidak dapat
dipertahankan. Contohnya, terdapat kondisi di mana
kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi
pengukuran risiko “kemungkinan” memiliki arti yang lebih
penting dari pada “dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan
demikian, judgment penilai risiko diperlukan untuk
menentukan apakah level risiko hasil perkalian
“kemungkinan” dan “dampak” dapat ditoleransi.

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko,
adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.4

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

No. Waktu Tahapan Tahapan Pengeloiaan Pelaksana Output Tehapan
Mangjemen Risiko Pengelolaan
Pemerintah Risiko
Daerah
1. Proses Proses « Arahan dan | « Komite * Dokumen
penyusunan penyusunan kebijakan pengelolasn Arahan  dan
RPJMD (Satu | RPJMD penilaian risiko 5 Ristko kebijakan
tahun sebelum tahunan ¢ Sekretaris penilminn
RPJMD S * Penyusunan Dacrah  selaku risiko 5
tahunan Risiko Strategis Koordinator Tahunan
berjalan  sd Pemerintah * UPR Pemda | » Daftar Risiko
RPIMD Daerah (Kepala Daerah dan RTP
ditetapkan) dan Kepala OPD) |  Strategis
Pemerintah
Daerah
2. Proses Proses Penyusunan Risiko | Komite pengelolann | Daftar  Risiko
peayusunan penyusunan Strategis  (entitas) | risiko dan RTP
Renstra OFD | pengraOPD | OPD Sckretaris Daersh | Strategis
S selaku koordinator | (entitas) OPD
tahunan i
berjalan sd
RPJMD
3. Januari - Met | Penyusunan Arahan dan | Komite Pengelolaan | Dokumen
Tabun n-1 RKPD dan | kebgjakan peniluinn | Risiko arahan dan
Renja ristko tahunan kebdjakan
e penilaian risiko
4. Agustus = | Penyusunan Penyusunan  Risiko | Kepala OPD Daftar risiko dan
September n-1 | RKA OFD | Operasional OPD Unit Pemilik Risiko | RTP Operasional
(Penetapan Tingkat eselon [l | OPD
rencania dan IV
sasaran  dan
pagu
AnggAran)
5. Oktober Tahun | Penyusunan ¢ Pengomunikasian |« Kepala OPD * Perbaikan RTP
n-1 RAPBD, Perda Risiko dan RTP, * Komite * Kebijakan dan
APBD * Penyusunan ateu | Pengelolaan Standard
6. | November - | Penyusunan Revisi  Kebijakan Risiko Operating
Desember n-1 | Rancangan dan Standard |« UPR Tingkat Procedure
DPA OPD dan Operating Pemerintah (KSOP
penetapan DPA Procedure (KSOP) Daerah, Tingkat |« Notulen
OPD ¢ Pengomunikasian Eselon I, Il dan pengomunika
perubghan KSOP v sean
s Sekretaris * Finalisasi
Daerah  selaku daftar risko
Lo koordinator dan RTP
7. |Januari  sd. | Pelaksanaan Penyusunan atau |« Komite KSOP
Desember AFBD penyempurnasan Pengelolaan
Tahun n KSOP (Tindak lanjut Risiko
RTH * UPR Tingkat
Pemerintah
Daerah, Tingkat
Eselon II, 111 dan
v
Pelaksanaan KSOP |« Komite Bukt
Pengelolsan pelaksannan
Risiko KSOp
* Kepala OPD
* Pelaksana
Program dan
_Jegintan
Bericala Pelaporan dan |« UPR Tingkat |« Form
(Triwulanan) monitoring  risiko Pemerintah monitoring
dan KSOP Dacrah, Tingkat risiko
Eselon 11, 1ll, dan |+ Form
v monitoring TL
* Unit Kepatuhan RTP
* Sekretaris
Daerah  selaku
coordinator
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Pemantauan Unit  Kepatuhan | Notulen rapat
kinerja, ristko dan | Pengelolaan Risiko Laporan
efektifitas KSop pemantauan
yang dibangun (triwulanan,
tahunan dan S
Juni-Juli Penyusunan Reviu pemutakhiran |« UPR Pemerintah | Daftar risiko dan
Tahun n KUA PPAS | nisiko strategis Dacrah  (Kepala | RTP  strategis
(Penetapan Pemerintah Daerah. Dacrah dan | Pemerintah
sasaran makro Kepala OPD) Daerah yang
dan pagu | Catatan: * Sekretaris dimutakhirkan
AUILERMI UL Daerah  sebagai
Pemerintah Rissko strategls koordinator
Daerah) Pemerintah Daerah
akan direviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
Agustus- Penyusunan Reviu dan |« Kepala Dacrah Daftar  Risiko
September RKA OPD | pemutakhiran risiko |« Sekretaris dan RTP
Tahun n (Penetapan strategis  (entitas) | Daerah  selaku | Strategis
rencana OFD coordinator (entitas) OPD
sasaran  dan « Unit Pemilik
pagu Catatan: Risiko Eselon I
anggaran) ,
Risiko strategis
fentitas)] OPD akan
direvin dan
dimutakhirkan
setiap tahun
8. | Januari- Pelaporan Pelaporan * Kepala Dacrah Laporan
Februan Keuangan pengelolann  risiko |« Kepala OPD
Tahun n+1 tahun n ¢ UPR Tingkat | Ristko Tahun n
Pemertntah
Deaerah, Tingkat
Eselon 11, [l dan
v
¢ Unit Kepatuhan
o Sekretaris
Dacrah  selaku
= koordinator
9 Februari-Maret | Reviu APIP Evaluasi Inspektorat Daerah | Leporan
Tabhun n+1 pengelolsan  ristlo Evaluasi
aleh AFIP Pengelolaan
Ristko
Penilatan Maturitas |« Kepala Daerah Laporan
SPIP * Kepala OPD Pentluinn
» Inspektorat Maturitas SPIP
Daersh

PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas

adalah sebagai berikut:
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Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1.
2.

4.
S.
6.

Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
Sckretaris Daerah sebagai coordinator penyelnggaraan
pengelolaan risiko pemerintah daerah:

. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPT) Tingkat

Pemerintah Daerah, Eselon Il sebagai UPR Tingkat Eselon II
dan Pejabat Eselon Il dan IV sebagai UPR Tingkat Eselo 11l dan
Iv;

Komite pengelolaan risiko;

Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;

Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan;

Wewenang dan tanggung jawab struktur pengelolaan risiko
diuraikan sebagai berikut:

1.

Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan
arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga
bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian
risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati
menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah
untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator
penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan
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risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan

tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator

Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;

b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen

pengelolaan risiko;
misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen:;

c. Memifasilitasi proses penilaian risiko;

d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang

bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup

kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah
sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment)
atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional,
serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja
masing-masing.

b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari.

c¢. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian
kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam
unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini
(early waming indicator) dan sebagai database untuk
memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.

d. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu

sebagai berikut:

1) Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah,
terdiri dari:
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Ketua : Bupati, selaku pemilik risiko

tingkat pemerintah daerah
Koordinator Teknis : Kepala Bappedalitbang, atau unit
merangkap anggota sejenis yang menangani
perencanaan
Anggota : Seluruh Kepala OPD

2) Unit pemilik risiko txngkat unit Eselon 1I;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 11, terdiri

dari:

Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala OPD,
selaku pemilik risiko tingkat OPD

Koordinator Teknis : Sekretaris OPD/Kepala

merangkap anggota Bagian/Bidang yang menangani
perencanaan pada OPD

Anggota : Seluruh Kepala
Bagian/Bidang/Irban pada OPD
yang bersangkutan

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon III dan IV
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 11l dan IV,
terdiri dari:
Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku
pemilik risiko tingkat kegiatan
Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/ Sub
merangkap anggota Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang
ditunjuk untuk menangani
perencanaan kegiatan pada OPD
Anggota ¢ Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub
Bidang/ Seksi pada
Bagian /Bidang yang bersangkutan

4. Komite Pengelolaan Risiko
Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat
pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite
Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:
a) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari
prosedur normal;
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b) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah;

¢) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

a) Bupati sebagai ketua;

b) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator

merangkap anggota;

c) Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko

dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala

Daerah,

. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan

pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah

daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit
kepatuhan pada OPD.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap

OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan,

melakukan kegiatan antara lain:
a) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak
pengendalian;

b) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

¢) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan
risiko;

d) Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaiakn kepada
Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat

membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.
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6. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan,

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi

terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan
tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan
antara lain:

a) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan
risiko pada pemerintah daerah;

b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

¢) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap
rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko
secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelola risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
dengan tahapan sebagai berikut:
Gambar 3.2
Proses Pengelolaan Risiko

z 1]
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Lingkungon Pengendalian Intem

: Penilalan Risiko (2)
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é
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci
sebagai berikut:
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
intern disajikan dalam Tabel 3.1.
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Tabel 3.1
Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Intern
Tujuan i | Mengidentifikasi kelemahan-ke
dalam setiap sub wunsur lingkun
pengendalian intern
Keluaran : | Simpulan kondisi lingkungan

intern dan kelemahan dalam sub un

lingkungan pengendalian intern

memerlukan perbaikan

Pelaksana /Pihak : | Tingkat Pemerintah Daerah

Terkait ¢ Sekretaris Daerah selaku coordinator

* Unit Pemilik Risiko Pemerintah Dacm}#
(Bupati dan Kepala OPD)

« Fasilitator

Waktu : | Penyusunan RPJMD

Direviu/dimutakhirkan setiap tahun padal

saat penyusunan KUA/PPAS

Sumber data utama ¢ | » Reviu dokumen analisis informasi dari
media massa, wawancara dll

e Survei persepsi atas lin
pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan
dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan
pengendalian  pelaksanaan wurusan wajib/pilihan pada
pemerintah dacrah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Persiapan Penilaian
1) Persiapan Data
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan
pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah
dapat berupa:
1) Laporan hasil audit operasional, audit kinerja, dan
audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan
wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;
3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian
urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah;
4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan

pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya
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media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-
sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan
pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh
format disajikan pada Lampiran 2 Form 1la).

. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui

Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah

daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran

permasalahan-permasalahan dalam lingkungan
pengendalian, Penilaian kelemahan dilakukan dengan
menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah

pe! Slapal' lpelnlalal' i 1.

Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi

kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah

daerah sebagaimana disajikan padan Lampiran 2 Form 1.b.

. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi

pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan

Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei

terscbut dapat menggunakan metode Control Environment

Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas

pengendalian/Control ~ Self Assessment (CSA) yang

diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam

atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada

beberapa responden terpililh yang memahami urusan
wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern

pemerintah daerah menurut metode CEE sebagaimana

disajikan dalam Lampiran 2 Form 1.a.

. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,

selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian

pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja

scbagaimana disajikan dalam Lampiran 2 Form 1.c.

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi

apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang

31



kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka
penaril Kesi 1
Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang
baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala OPD diikutkan
dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian.
Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian
pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan
rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.
2. Penilaian Risiko
Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2.
Tabel 3.2
Ikhtisar Penilaian Risiko
Tujuan ¢ |* Menetapkan konteks/tujuan dan memilih
tujuan yang akan dilakukan penilaian
risiko
e Melakukan idekntifikasi risiko
analisis risiko
* Menetapkan risiko-risiko yang
ditangnni lebih lanjut (dibangun RTP-nya)
Keluaran : | Daftar tujuan/sasaran strategis|
Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap
urusan dan indikator kinerjanya
¢ Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas)
OPD
* Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk
tiap-tiap urusan dan indikator
keluarannya
* Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar
Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis|
Pemerintah Daerah
e Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar
Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis
(entitas) OPD
e Kertas Kerja Ildentifikasi Risiko (Daftar
Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional|
OPD
¢ Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan
Wajib/Pilihan  Strategis  Pemerin
Daerah, Strategis (entitas) OPD, dan
Operasional OPD
e Kertas Kerja Daftar Risiko
Urusan Wajib dan Pilihan Strategi
Pemerintah Daerah, Strategis (entitas)
OPD, dan Operasional OPD

Pelaksana/Pihak : | Strategis Pemerintah Daerah
Terkait * Sekretaris Daerah selaku koordinator
e UPR Pemerintah Daerah (Bupati d
Kepala OPD)
* Fasilitator

Strategis (entitas) OPD
o Sekretaris Daerah selaku koordinator
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e UPR Tingkat Eseclon II (Kepala OPD, dan|
Kabag/Kabid OPD)

¢ Fasilitator

Operasional OPD

* Kepala OPD

* Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Il dan
IV OPD

+ Fasilitator

Waktu

Strategis Pemerintah Daerah

¢ Penyusunan RPJMD

¢ Direviu/dimutakhirkan setiap tahunL
pada saat penyusunan KUA/PPAS

Strategis (entitas) OPD

¢ Pada saat penyusunan Renstra OPD

* Direviu/dimutakhirkan setiap tahun|
pada saat penyusunan RKA-OPD

Operasional OPD
* Pada saat penyusunan RKA-OPD

Sumber data utama

Control Self Assessment (CSA)/Focus Grup
Discussion (FGD)

Langkah kerja penilaian risiko wajib/pilihan:
a. Menctapkan konteks/tujuan

1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan

dilakukan penilaian risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah
menetapkan “konteks/tujuan®. Dalam tahap ini akan
ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis
pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan
tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan
penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang
hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap
tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.
Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja
(organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada
Gambar 3.3.
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Gambar 3.4
Keterkaitan antara Tujuan dan Tingkal Pendaian Risiko

o Jf e I un e
[ o

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah
untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan
indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran
yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar
tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis
pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang
sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan
Pimpinan OPD.
Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian
risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan
tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan
dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam
pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera
ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan
yang mendukung pencapaian target program prioritas
nasional yang tercantum dalam RPJMD.
Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan
berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak
akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko
dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan
sesuai kebutuhan,
a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah

Daerah

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah

disajikan dalam Tabel 3.3.
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Tabel 3.3

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah

Tujuan

Memperoleh  infirmasi  tujuan/sasaran|
strategis pemerintah daerah untuk tiap-tiap
urusan dan indikator kinerjanya

Keluaran

¢ Daflar tujuan/sasaran stmtcmﬂ
pemerintah daerah dan  indikator
kinerjanya

¢ Daftar Urusan Wajib/Pllihan dan OPD|
yang terkait

Pelaksana/Pihak |: | ¢ Sekretaris Daerah selaku coordinator

Terkait ¢ Unit Pemilik Risiko Pemerintah Dae
(Bupati dan Kepala OPD)
* Fasilitator
Waktu ¢ Penetapan konteks dilaksanakan
saat penyusunan RPJMD
¢ Direviu/dimutakhirkan setiap tahuq
pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data : | RRJMD
utama

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis
pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta
data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK,
uraian tugas dan jabatan, dsb;

Identifikasi ujuan, sasaran, dan Indikator
Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang
diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam
RPJMD;

Identifikasi data atau informasi lain yang
relevan misal prioritas pembangunan atau
program unggulan terkait dengan
tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang
dipilih berdasarkan RPJMD;

Menetapkan sasaran dan [IKU strategis
pemerintah daerah yang akan dilakukan
penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan
penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian
sasaran sesuai kebutuhan;

Tuangkan hasil identifikasi pada Form 2a.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap

ini:
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1) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat
perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator
menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika
terdapat perbedaan, maka peserta FGD
menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang
akan digunakan untuk keperluan penilaian
risiko;

2) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi
bahan masukan bagi perbaikan dokumen
perencanaan (RPJMD).

b) Penctapan Konteks/Tujuan Strategis (entitas) OPD

Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) OPD
disajikan dalam tabel 3.4,
Tabel 3.4
Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) OPD

Memperoleh  infirmasi  tujuan/sasaran
strategis (entitas) OPD yang terkait untuk
tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya

Keluaran : | Daftar tujuan/sasaran strategis (entitas

OPD yang terkait untuk tiap-tiap urusan
indikator kinerjanya

Pelaksana/Pihak | : | ¢ Sekretaris Daerah selaku coordinator

¢ Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Il
(Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD)
« Fasilitator

* Pada saat penyusunan Renstra OPD
¢ Direviu/dimutakhirkan setiap tahun|
pada saat penyusunan RKA-OPD

Sumber data : | Renstra OPD

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD

dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai urusan

yang diampunya sebagaimana disajikan dalam

Lampiran 2 Form 2b.

Langkah penctapan konteks/tujuan strategis

(entitas) OPD untuk setiap urusan adalah sebagai

berikut:

1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD,
serta data terkait lainnya;

2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator
Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan
wajib/pilihan yang diidentifikasi yang
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mendukung pencapaian tujuan strategis yang
telah ditetapkan pada penetapan konteks
strategis Pemda;

3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas)
OPD yang akan dilakukan penilaian risiko.
Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko
bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai
kebutuhan;

4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD

Ikhtisar penetapan kontcks/tujuan operasional

OPD disajikan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional OPD

Tujuan Memperoleh infirmasi program, kegia
utama, tujuan kegiatan, dan indikato
keluaran untuk tiap-tiap uru
wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap OPD

Keluaran Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk
tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya

Pelaksana/Pihak ¢ Kepala OPD

Terkait ¢ Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Il dan|

v
* Fasilitator

Waktu Pada saat penyusunan RKA-OPD

Sumber data Renja

utama

Sumber data lain DPA OPD, RKPD

Penetapan  tujuan/konteks operasional OPD

dilakukan oleh masing-masing OPD terkait sesuai

urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan

dalam Lampiran 2 Form 2c. Penetapan tujuan/

konteks operasional OPD dalam rangka mendukung

tujuan strategis OPD.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional

OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA
OPD, serta data terkait lainnya;

2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator
keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD
yang sudah dipilih sebelumnya;
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3) Menctapkan kegiatan utama dan indikator
keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko.
Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian
risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh
kegiatan utama. Namun demikian, OPD bisa
memilih  sebagian program/kegiatan/sasaran
sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau
pertimbangan profesional lainnya;
4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.
2) Menyiapkan penilaian risiko
Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada tabel 3.6.
Tabel 3.6
Ikhtisar persiapan penilaian risiko
Tujuan | ® Menetapkan kriteria dan skala dampak
serta kemungkinan risiko
* Menetapkan skala risiko yang dapat
diterima
Keluaran : | » Skala dampak dan kemungkinan

» Skala risiko yang dapat diterima
Pelaksana/Pihak |: | « Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah

Terkait Daerah, Eselon II, Il dan IV
* Fasilitator
Waktu : | * Penyusunan RPJMD
* Direviu/dimutakhirkan setiap tah
pada saat penyusunan KUA/PPAS UIT
Sumber data : | » Pedoman Penilaian Risiko
utama « CSA/FGD

Langkah persiapan penilaian risiko adalah sebagai berikut:

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan
risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu
kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada
pemerintah daerah.

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Penetapan tingkat risiko yang dapat diterima agar mengacu
kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada
pemerintah daerah.

¢) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu
dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke
dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan
dalam tahap-tahap berikutnya.

38



d) Menyiapkan bahan-bahan
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu
dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses
kerja, peraturan perundang-undangan,  struktur
organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian,
formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam

pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan

prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat
diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau
peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap
identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, Jjuga disampaikan
atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab
risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat
dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan

(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta

penerima dampak risiko.

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam

Lampiran II1.

Langkah identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

1) Mengenali proses dan tahapan penyenggaraan
pemerintahan/program /kegiatan/urusan;

2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada
permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan,
juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi
dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi
risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam
pedoman ini menggunakan CSA/FGD.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis

pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala OPD,

peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas)

OPD adalah Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD, dan peserta

CSA/FGD tingkat operasional OPD adalah Kepala OPD Kabag/

Kabid OPD serta Kasubag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD

sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas

untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.
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1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan

untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat

mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah
daerah.

Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis

Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran 2 Form 3a.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko

strategis pemerintah daerah:

a. Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan
risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang
menjadi tanggung jawab kepala daerah /tingkat
Pemerintah Daerah.

b. Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan
tanggung jawab kepala daerah, atau hanya bisa
dilakukan oleh kepala daerah.

c. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di
tingkat pemerintah daerah untuk
memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis
OPD terkait, misal dalam bentuk
peraturan/keputusan/SE  kepala daerah atau
pemantauan oleh kepala daerah,

d. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis OPD
yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis
pemda.

e. Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan
strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan
pencapan tujuan strategis/operasional OPD yang
memerlukan penanganan/ tindakan oleh kepala
daerah.

f. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko
yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang
penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian
oleh kepala daerah.

8- Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala
daerah.
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2) Risiko Strategis (Entitas) OPD

Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk

mengidentifikasi  kejadian yang dapat mengancam

pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait
dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap
penctapan konteks strategis pemerintah daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis

OPD disajikan dalam Lampiran II Form 3b.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko

strategis OPD:

a) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian vang menjadi
tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala
OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya)
- Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan
tanggung jawab yang dilakukan olch kepala OPD.

b) Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi
yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD
(Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala
OPD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian
tujuan strategis OPD terkait.

¢) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional
OPD yang dapat mengganggu pencapaian  tujuan
strategis OPD.

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan
tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjaring
permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional
OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh
kepala OPD.

¢) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang
menurut kepala OPD merupakan risiko yang penting,
sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala
OPD.

f) Risiko strategis (entitas) OPD disetujui/divalidasi.

3) Risiko Operasional
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Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional
OPD disajikan dalam Lampiran 2 Form 3c.

¢. Analisis Risiko

1)

2)

3)

Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko
Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis
risiko urusan wajib/ pilihan.
Contoh formulir hasil analisis risiko disajikan dalam
Lampiran I1 Form 4.
Memvalidasi Risiko
Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah,
sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional
OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk
divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan
diprioritaskan untuk ditangani.
Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan
dalam Lampiran II Form 5.
Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani,
pemerintah daerah membangun pengendalian untuk
menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif),
menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif),
atau keduanya.
Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang
Dibutuhkan
Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam
Tabel 3.7.
Tabel 3.7
Ikhtisar evaluasi pengendalian

Tujuan : | * Mengidentifikasi pengendalian
sudah ada terkait dengan risiko
diprioritaskan untuk ditangani

* Menilai efektifitas pengendalian yang

* Mengidentifikasi  pengendalian
masih dibutuhkan/dibangun

masing-masing risiko prioritas uru

Keluaran : | » Daftar pengendalian yang ada unt
wajib/pilihan
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* Hasil identifikasi pengendalian
masih dibutuhkan untuk masing-masi
risiko prioritas urusan wajib/pilihan

Pelaksana/Pihak | : Strategis Pemerintah Daerah

Terkait * Sekretaris Daerah selaku koordinator

e UPR Pemerintah Daerah (Bupati d.n.n#
Kepala OPD)

* Fasilitator

Strategis (entitas) OPD

* Sekretaris Daerah selaku koordinator

¢ UPR Tingkat Eselon Il (Kepala OPD, dan|
Kabag/Kabid OPD)

* Fasilitator

Operasional OPD

¢ Kepala OPD

* Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Ill dan
IV OPD

¢ Fasilitator

Waktu ¢ | Strategis Pemerintah Daerah
¢ Penyusunan RPJMD
* Direviu/dimutakhirkan setiap tahun%
pada saat penyusunan KUA/PPAS
Strategis (entitas) OPD
* Pada saat penyusunan Renstra OPD
* Direviu/dimutakhirkan setiap mhur#
pada saat penyusunan RKA-OPD
Operasional OPD
* Pada saat penyusunan RKA-OPD

Sumber data : | CSA/FGD
utama

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup
penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi
pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang
diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut
selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan
tidak efektif antara lain jika:

a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah
dilakukan, namun belum mampu menangani risiko
yang teridentifikasi;

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

c¢) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang
jelas;

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan
peraturan di atasnya.

Contoh hasil penilaian atas pengendalian yvang ada dan

pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya
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disajikan dalam Lampiran 2 Form 6 (untuk lingkungan
pengendalian) dan Form 7 (untuk risiko).
4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8,
Tabel 3.8
Ikhtisar penyusunan RTP

Tujuan : | » Mengidentifikasi  Rencana Mﬂ
Pengendalian (RTP) untuk menga

kelemahan lingkungan pengendalian

* Mengidentifikasi RTP untuk mcngatasij
risiko pada tingkat strategis pemerintah
daerah, tingkat strategis (entitas) OPD,
dan tingkat operasional OPD

Keluaran : | » Daftar Rencana Tindak Pengen
untuk mengatasi risiko

* Rekapitulasi RTP

Pelaksana/Pihak | : | Strategis Pemerintah Daerah

Terkait ¢ Sekretaris Daerah selaku koordinator

* UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan
Kepala OPD)

* Fasilitator

Strategis (entitas) OPD

* Sekretaris Daerah selaku koordinator

* UPR Tingkat Eselon II (Kepala OPD, dan
Kabag/Kabid OPD)

¢ Fasilitator (opsional)

Operasional OPD

¢ Kepala OPD Mq

¢ Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Il d
IV OPD

* Fasilitator (opsional)

Waktu : | Strategis Pemerintah Daerah

¢ Penyusunan RPJMD

* Direviu/dimutakhirkan setiap tahun|
pada saat penyusunan KUA/PPAS

Strategis (entitas) OPD

* Pada saat penyusunan Renstra OPD

¢ Direviu/dimutakhirkan setiap tahun7
pada saat penyusunan RKA-OPD

Operasional OPD

¢ Pada saat penyusunan RKA-OPD

Sumber data : | CSA/FGD

utama

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat
untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna
mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan
mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.
Langkah kerja penyusunan RTP adalah sebagai berikut:
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a)

b)

Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
lingkungan pengendalian
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang
telah teridentifikasi (Lampiran 2 Form 1c), dibuat RTP
lingkungan pengendalian.
Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi
Pengendalian yang Dibangun untuk mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian, Penanggung
Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian sebagaimana
disajikan dalam Lampiran 2 Form 6 (kolom f - h).
Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi risiko
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko.
Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun
perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko
membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan
kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk
memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan
dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa
pilihan, yaitu:
1) Menghindari Risiko (Avoid)
Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak
memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang
dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko
dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi
bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara
tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi
risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya
peluang memperoleh manfaat.
2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya
Risiko (Abate)
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah
kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan
terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah
lain yang juga digunakan adalah pencegahan
(prevention).
3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak

Risiko (Mitigate)
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Respon ini dilakukan dengan cara mengubah /
mengurangi  konsekuensi/dampak risiko agar
kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga
digunakan adalah penanggulangan,

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu
istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).

4) Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung
atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya
antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan
struktur organisasi seperti kemitraan dan Joint
ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan
kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan
instansi lain, umumnya akan terdapat biaya
finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi
asuransi.

5) Menerima  atau  Mempertahankan  Risiko

(Accept/ Retain)
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada
risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus
ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki
pilihan respon yang lebih baik, selain menerima
risiko tersebut,

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis

pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan

operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut
meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi

Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu

Penyelesaian sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2

Form 7 (kolom g - i).

Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua

Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak

perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak

perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat
kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan
terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan
dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini
perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan
menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan
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pengendalian terscbut schingga dapat menghindari
duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi
atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan
rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian
sesuai yang diinginkan.
Contoh rancangan pengomunikasian pengendalian
yang dibangun sebagaimana disajikan dalam Lampiran
2 Form 8 (kolom a - f).

¢) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko
dan RTP
Rencana Tindak Pengendalian perlu  memuat
mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa  risiko dapat dipantau
keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang
dilaksanakan dan berjalan efektif,
Contoh formulir rancangan monitoring risiko dan RTP
disajikan dalam Lampiran 2 Form 9 (kolom a - e).

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang

ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah
menerapkan Rencana Tindak Pengendalian,

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa

kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi

risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa

kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang

perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur

pengendalian meliputi;

1) Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan
perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan
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prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang
sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki,
dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur
pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam
dokumen perencanaan apabila diperlukan;

3) Membuat  atau menyempurnakan  insfrastruktur
pengendalian;

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;

5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;

6) Menectapkan penerapan insfrastruktur pengendalian,

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat,

instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan

prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang

harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan

pihak terkait lainnya.
Informasi dan Komunikasi
Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi
internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan
pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan
pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan
pengendalian.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah
pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang
akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan
pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-
pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum,
pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa
informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh
semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan,
masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana
pengomunikasian scbagaimana tertuang dalam dokumen RTP.
Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:
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a) Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas
pemberlakuan kebijakan;

b) Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah
(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang
berkepentingan;

¢) Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya
dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar
hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan
rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap
penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP.
Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi
pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah
Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis
pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon
2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) OPD,
dan risiko operasional OPD.
Pemantauan
Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang
mulai dari kepala daerah, Kepala OPD, Kepala Bagian /Kepala
Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian
(Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan
kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko
pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan
kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik
risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit
kepatuhan pada OPD.

Pemantauvan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan

pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak

penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian
risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

a) Pemantauan atas implementasi pengendalian
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai
Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan
menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah
dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan

untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah
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b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah
Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretaris
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran IV,

- Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit
kepatuhan internal
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan
risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan
kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Seckretaris Daerah.
Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran IV,
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CONTOH

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN

LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

Form l.a

OPD: Inspektorst Dasrah

NO. PERTAXYAAN /KUESIONER

- b

A. | PENEGAKAN INTEORITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI

I | Pegawni mendapathan pesan integritas & nilai etika 2| 4| 3 3| 3] a2 3
secara rutin dari pimpinan OPD (Misalnya keteladanan., Memadai
po-nnonlg

2 | OPD telah memilid aturan perilaku (misaloya kodeotik, | 3 | 3| 3| 3| 3] 3] a3
pakin integritas, dan aturmn perilaku pegawail yang tolah Memadal
dikomunikasikan kepada seluruh pegawad

3 | Telah terdapar fungst khusus di dadam OPD yang 2 - 3 3 3 3 a
molayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran Memadai
wturan perilaku/ kode etik

4 | Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah 3 “ 2 2 3 2 3
sitindal fatl Memadn

B | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI

1 | Swuandar kempetenal setsap pegawal/ posisi jabatan telah 2 “ a 2 3 2 2 M Sai
ditentukan

2 | Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi 3|]3|s|3]3)]3)]> Momaded
posini/jabatan

3 | Pemda telah memiliki dan meneraplon strategi 2|]4|3|]3]3)3]|s3 M I
peniingkatan kompetensi pegawal

4 | Terdapat pelatihan terkait pengelolann risiko, bk 3 4 2 3 3 2 3
pelatiban khusus maupun pelatihan terintegrast secara Memada
beckala

C | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF MEMADAI

1 | Punpinen telah menctapkan kebijakan pengelolasnrisiko] 2 | 4 | 3| 3| 3| 2| 3 Memada
yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko

2 | Pimpinan menerapkan pengelolaan rislko dan RN ERERERE Memadai
pengendalian dalam pelaksanaan tugns dan
pengambilan keputusan

3 | Pampenan membangun komunikasi yang baik dengan AR ERERERERE) Memadai
anggota organisasi untuk berand mengungkapkan rialke
dan secara terbuka meneriena/menggali pelaporan
riniko/masalah

4 | Oaya pimpinan dapat mendorong pegawal untuk 3| 4] 2 al a 2 3 Memadai
weningicatikan kanerja

5 | Pimpinan menetapkan Sasaran strategis vang selaras 2 4] 3] 3 3 a 3 Memadal
dengan visi dan misl Pemda

6 | Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke 3 3 3 3 3 3 3 Memadai
dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD

7 | Rencans strategis dan rencana kerja OPD telah 2]1]¢]3]3]3]3]:23 Memadai

§ | Pampinan berperansertadanmengkutsertakanpeinbat | 3 | ¢ | 2 | 3| 3] 2| 2 Memadai
dan pegawal terkait dalam proses pengelolaan niaiko

D | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUMAN MEMADAI

I | Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit 2] 4 3|3 3 2]3 ~ 4
kerja yang tepat

2 | Maning-masing pibak dalam organisasitelah mempercieh] 3 | 3 ] 3] 3| 3] 3 | 3
kejelasan dan memabami peran dan tanggung jawab Memadai
maaing masing dalam pengelolann risiko

3 | Pegawai yang bectigas di OPD merupakan pegawal tetap | 2 4 3 3 3 3 3
dan bukan pegawal yang bernifar adhoc [sesnentara)

4. MummmmnHuphm 3 4 2 3 3 2 23
pelaksanaan poran d-n tanggung jowab maning masing Memadat
dalam risdo =1 |

E | PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT MEMADAI

1 | Kmieria pendelegasian wewenang telah ditentukan 2 R 3 3 3 2 3 Memadsl
dengan tepat

2 | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 3 3 3 3 3 3 3
didaksanakan secara tepat Memadai




3 | Kewenangsn direviu secara periodik 2 41 3 3 3] 2 3 Memmdai

F | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBLIAKAN YANO SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

1 | OPD telah memilic Kebiakan dan prosedur pengelolaan | 2 - 3 3 a 2 3
SOM yang lengkap {sejak rekrutmen sampal dengan
pembechentian

SDM telah dilakulan dengan baik

3 | insentif pegawni telah sesuni dengan tanggung jawabdan] 2 | 4 | 3| 3| 3 3] 3
kdnerja

4 | OPD telah menginternalisasi buadayn sadar risiko 3 4 2 3 3 2 3

MEMADAI
Memadai
2 | Relcrutmen, retenst, mutasi, maupun promosipemiliban | 3 | 3| 3| 3| 3] 3] 3 Memadal
Memadad
Memadia:
Memadm

5 | Adanya pemberian resvard dan/atau purishment atas 2 " 3 3 3 2 3
penpelolaan risko (Misalnya mempertimbangkan
pertanggungiavaban pengeiolaan ristko dalam pendaian
6 | Terdapat evaluasé kinerja pegawai, dan telah 3 3 3 3 3 3 2 Memadn:
dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
7 | OPD tefah mengalokasikan anggaran vang 2| 4] 3 ‘HEX KSR Memadai
memadai untuk pengembangan SDM

G | PERWUJUDAN PERAN APARAT PENOAWASAN INTERN PEMERINTAN YANG EFEKTLF MEMADAI |

1 | Inspekiorut Dacrah melakukan reviu stas efisiens/ 2|]4|3]3]3]2]|>
efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secars Memadm
peniodik
2 | Inepektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuban 3 3 3 3 3 3 3
hukum dan aturan lainnya
3 | Inspektorat Daerah memberikan laynnan fasiitasi 24| 3]3]3]3] 3
penernpan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP

4 | APIP telah melaksonakan pengawasan berbasis 3| 4] 2 3| 3] 2 3
risiko.
5 | Temuun dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah | 2 El 3 3 3 2 3
ditindalkdanjuti
H | HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANS! PEMERINTAN TERKAIT MEMADAI

1 Hubungan kerja yang baik dengan instansd/ organisast 2 4 a 3 3 2 3
lain yang memililki keterkaitan operssional telah Memada:

terbangun
2 | Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang teriodt 3 3 3 3 a a 3
atas fungsl pengawusan/pemeriknann [inspektorat, BPKP, Memadal
dan BPK] telah terbangun _

Ketorangan:
Kaolom ¢ disel dengan jawaban responden
Ket Jawaban:

1 : Tidak Sctuju/Belum ada/ belum dibangun

2 @ Kurnng Setuju/Teluh dibangun /diterapkan, akan tetapl belum koosissen

A Setuju/Sudah dibangun stau Sitermploan dengan baik, tapi masih bise ditingkatkan

4 : Sangar Setuju/Sudab dibangun sty diternpican dengan badk dan dapot dstularkan ke organisast lain
Kolom d diisl dengan simpulan haail penilaian Uogkungnn pengendalinn tiap pertanyasn dan kealmpulon tap sub wnsur dngkungan

*l lml 1 : MI \ Mu" jml adalab 3 atau 4 den me"‘“ m M“'Jm 'EWUE"

“Memadal®, apabila seluruh simpulean tiap pertanynan pada sub unaur tersebut telab “memadal, dan “kurang semnadal®
apalila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebat yang “Kurang Mesoadal”




Form 1.b
Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di
Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda - Pemerintah Kabupaten Heasyumas

Talun Pendlaian : N0

Uriesen Pemseriniahan © Urusan Pengoamsan Urusan Prmerintalinn

No. ?ﬁ" Uraian Kelemahan Uralan Kekuatan Klasifikasi

a b c - E <

1| Laporan Terjadi peninghkatan signifikan Penegakan
Monitoring dan terhadap ketepatan wakiu integritas dan nilad
Evaluasi kehadiran etika
Pelaksanaan
Reformani
Birokrasi

2.] Peta Kompetens Pengriroan dikiat hanya fokus Romitmen terhadap

terhadap pejabat fungsional fauditor, kompetensi
leJPD dan Audiwan), Pelaksana tekonis)

3] Laporan Pimpinan menjadi role model yang | Kepemsmpénan
Monitoring dan mendorong komitmen terhadap yang kondusif
Evaluasi peningkatan kinerja dan
Pelaksanaan kepatuban terhadap peraturan
Reformasi perundang-undangan
Birokrasi

4. | Peraturan Bupati Struktur Organisasi menpamin Pembentukan

Nomor adanya kesederhanaan birokrasd | struktur organisasi
54 Tahun 2019 karena pejabal fungsional telah yang sesuai
berada d! bawah Irban sehingga kebutuban
mempermudah komunikasi dan
koordinast
5.]Laporan Money Monev kinerja pengawasan yang | Penyusunan dan
Kinerja didasarian pada kepatuhan penerapan
terhadap SOP kebljakan yang
schal tentang
pembinaan sumber
dayn manusia

6 LHP Penigawansan | APIP belum sepenuhnya Perwujudan peran

APIP memperhatikan pengendalian intern APIP yang efektf
dan pengelolaan risiko pada saat
melakulcan audit

7 JLHP BPK Nomor APIP belum secarn optimal melakukan Perwujudan peran
138/LHP/BPK/XVI] pembinaan pengawasan dan sosialisasé APIP yang efektif
LSMG/12/2018 hasll pengawasan

8, g/mmw Terdapat MOU/PKS antara Hubungan Keria

Inspektorat dengan APH yang baik dengan
tanggal 19 Juli 2018; instansi pemerintah
dan terkait
PXS Nemor
PES/IT/VII/ 2018

19 Juli 2018
*) Kiaaifikani permasalahan meoggunakan sud unsur Lingkungan Pengendalian dalams PP 60 Tahiun 2008,
Keterangan |

Kolom & dilsl dengan noosor wrut

Kolom b dilal dengan sumber data
m:mmummmmmmammuumm
Kolam d disl dengan uralan keicuatan jika berdasarkan date yang ada merupak:

Kalom e dilsd dengan Kasifikanl kelemahan /kekuatan sesuni sub unsur pada Bngkungan pengendalinn




Contoh

Form l.c

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Inspektorat Daecrah Kabupaten Banyumas

Nadoon ( dinm & haml survet persepsd
Nedam g it Srrgnn sl hami o el Gan surved perwepad, jlca hasd
A el uniuk menyimp

[Ftnn Pemdn - Temeriniah Kabapanen TRy umes
Tabwun Pendlaban : 2020
Wl Wovin Dokwmen |
P P — L) ——— —_ ). S—(—— s
’. » . ¢ - - '
1 |[Pemegen Nrrrad Tenadi peninghatan sgndiaa
Antegritas dme terhadap krirpatan waikiy
Talas efika brhadiran wtclah alenye
pencrepan rewsed and
Xomrmen Kursng Pengnman Paarrym fokown
I-m-. o “adap prabet furgesrial
o et laoditar, PIUPD daa Asdivan)
Prinkosurs teicrme tarus Delypar
wrenrn condidak
CRE Nemadal | Towp i ke mantel
yarng hasewlisml penng menlorong bomibawen
SHRAGAY PrASRgRante g i
» - p
O BT Mrizsde am-a———p-h
o Tl A e h Dok
L bmrrna fungmonal celady
kebotuban Berada di hawah rtsan selunggs
peeTLdad b b fan
homc STiand
8 [Pesdeepian | Memsda z—-—qu
weeriasg e fangreng jaweh criah benalan
taragurg denges hade
Jawaly g
rﬁm Memate Mocev KinTia pergunanaan yang
Penernpan i
Kebagmlonn yang wrhadagp SOF
| Sehat tentang
P lunsan
r; Terwpatan r;lq 1 APIP bt seperrbinys
pewaes ADS N perhatiics
| edebad AeTT an petg bodaan Cuikos
pde sese mvrindcuion andit
2. AP bedums socarn optimal
welakiuhan pem M nesn
JeTgAwasar el wmalimen
Fan
8 [ Hasngsn Memnade: me-—.
rtim yang e Inspektorne dengaa ATYT!
Gyt Lratanm
Temerntnh
Terbai
hrtermognr:

awal dan surve| persepsl Berteniangae. maia akoduen




Form 2a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2020
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Sumber Data RPJMD Kabupaten BANYUMAS Tahun 2018-2023
Tujuan 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan
derajat keschatan masyarakat
Tujuan 3 Meningkatkan pembangunan vang berkeadilan
Tujuan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan
Tujuan Strategis RPJMD meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian

Tujuan 5 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis

Tujuan 6 Perwujudan pembangunan kawasan industn dan strategis yang
berwawasan lingkungan untuk perfuasan kesempatan kerja

Tujuan 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai
penunjang kesejahteraan masyarakat

Tujuan 8 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan
ckonomi kreatif

Tujuan 9 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan
kebangsaan dalam kehidupan masyarakat

Penetapan konteks Risiko| Tujuan 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Strategis Pemda
BKPSDM
Nama Dinas Terkait Inspektorat Daerah
[Bappedalitbang
Sckretariat Daerah
Sekretariat DPRD
BKAD
Dinsospermasdes
Dinarpusda
Dinkominfo
Dindukcapil
DPMPTSP
Kecamatan
Sasaran 1.1  Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara
Sasaran 1.2 M Daerah
Sasaran RPJMD Sasaran 1.3 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan pemerintahan
Sasaran 1.4  Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik
terpadu

IKU Sasaran RPJMD

Indeks Persepsi Korupsi

Prionitas pembangunan
dan program unggulan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tujuan, Sasaran, IKU
yang akan dilakukan
penilaian risiko

Tujuan | Pewujudan tata kelola pemerintahan yang batk
Sasaran 1.2 Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2. Program Perumusan Kebijjakan, Pendampingan dan Asistensi

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

HERNI SULASTI, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670610 199503 2 002




Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

INSPEKTORAT DAERAH

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten Banyumas

: 2020

: Periode RPJMD Tahun 2018-2023

: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai : Inspektorat Daerah
Sumber Data Rancangan Awal Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Tujuan Strategis

Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran Strategis

Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan

IKU yang akan
dilakukan
penilaian risiko

IKU Renstra OPD IKU 2023
I_[Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) 3.6
Informasi lain -
Tujuan Strategis :
Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Tujuan, Sasaran, Sasaran Strategis:

Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan

IKU Strategis:
- Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Purwokerto, ,.....coovvuenne Oktober 2020

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

HERNI SULASTI, SH., MH,
Pembina Utama Muda
NIP. 19670610 199503 2 002




Form 2.¢c
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

INSPEKTORAT DAERAH
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2020
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai : Inspektorat Daerah
Sumber Data Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021

Tujuan Strategis Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemenntahan

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Inspektorat a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Dacrah (Renja 2021) b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

dan Kegiatan Utama |2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan
b. Asistensi dan Pendampingan

Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan 100%
(PKPT)

Persentase temuan /rekomendasi pengawasan APIP dan BPK yang | 100%
ditangani oleh Tim Tindak Lanjut

K.eh_mnn/ Hasil Jumlah Peraturan dan Keputusan Bupati di bidang pengawasan 100%
Kegiatan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan
Persentase realisasi kegiatan asistensi dan pendampingan 100%
Persentase kasus/aduan layak periksa yang ditindakianjuti 100%
pemeriksaan

Persentase APIP mengikuti diklat/workshop/bimtek/PKS tentang |100%
Audit Kinerja dan Keuangan Pengawasan Internal

Informas: Lain -

Kegiatan, dan Indikator
indikator keluaran| Penyelenggaraan n, Persentase Pelaksanaan Program Kerja
yang akan dilakukan|| Pengawasan Pengawasan Tuhunan (PKPT)
penilaian risiko b. Persentase temuan/rekomendasi pengawasan
APIP dan BPK yang ditangani oleh Tim Tindak
Lanjut
Penyelenggaraan a. Persentase Pelaksanaan Program Kerja
Pengawasan Pengawasan Tahunan (PKPT)
Dengan Tujuan b. Persentase temuan/rekomendasi pengawasan
Tertentu APIP dan BPK yang ditangani oleh Tim Tindak
Lanjut
Perumusan a. Jumlah Peraturan dan Keputusan Bupati di
Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
di Bidang yang ditetapkan
Pengawasan dan
Fasilitasi
Pengawasan
Asistensi dan a. Persentase realisasi kegiatan asistensi dan
Pendampingan pendampingan
b. Persentase kasus/aduan layak periksa yang
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
c. Persentase APIP mengikuti
diklat/workshop/bimtek /PKS tentang Audit
Kinerja dan Kzuan?n Pen?mun Internal

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

HERNI SULASTI, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP, 19670610 199503 2 002




Form 3.a
Formulir Kertas Kerja Identifikasi
Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemermtah Kabupaten Banyumas
Nama OPD : Inspektorat Daerah
Tahun Penilaian 1 2020
Periode yang dinilai 'Puiodemllothhunm!am.‘n
Urusan Pemerintahan m'n-nUm-nPanaimm
Risiko = Sebad Dampak
No Tujuan/Sasarsn n-q- Urad Kode [ o s Urad sumber | </0C Urad Pihak
" b < d ) f [ h i J k
Tujuan Strategis Pemda
1: Pewujudan tata kelols
pemerintahan yang bask
Sasaran 1.2 Meningkatnys |indeks Strateg peningiatan IPK Kepala Survei dilaksanaskan oleh BPS | ekstermal | UC | Target IPK tidak tercapad 1. Kepala Dacrah
Integritas pemerintahan Korupst (IPK) |tidak dapat ditetapikan Daerab dan data dsolah oleh 2. Masyarakat
secara akurat Kementerian PAN dan RB, 3, OPD Terkait
Pemerintah Kabupaten tidak
memiliki informasi yang jelas
mengenal formulasi
perhitungan IPK
Hasil surved tidak akurat Kepala 1. Responden yang disurvei| eksternal | UC | Informasi IPK yang tidak akurat | 1. Kepala Dacrah
persepsi Dacrah hanya pengguna layanan di dapat mendistorsi 2. Masyarakat
korupsi di Kabupaten beberapa OPD  pelayanan stakeholder (misal calon investor) | 3. OPD Terkast
Banyumas (RSUD, DPMPTSP dan terhadap Pemerintah Kabupaten
Dindukcapil) Banyumas
2. K sosialisasi| internal C
mengenail layanan sehingga
respoaden tidak memahami
Informasi yang ada

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wagib sebagal mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom ¢ diisi dengan indikatoe kinerfa tujuan strategis

Kdmddﬁdmmmmgmmnm

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom [ diisf dengan Pemilik rissko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Uniuk mempermudah identifiknsi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam ; Man, Money, Method, Machine , dan Materiol
Kolom h didsi dengan sumber risiko (eksternal /internal)

Kolom | diist dengan C, fika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
xﬁjwuwummmmmmmmmmm mmmwm,wmwmwummmmmum
Hukum

Kolom k diisd dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 3.b

[ Pomaa T Pvmeriah KADUpaten MANYUMAS, Proviosl Jawn Terngah
Nama 0OFD + mwpektorst Daerals
[ Talvin Peniebas + 2020
Pertode yang dinile ¢ Periode Renstra (Tahun 2088 2003
[ Tujuan Strategls © Meninghont kan perggransan pemyelorgiprnan pemerintahan
Urusan Peseerintaban | Urusan Pongresssan Urusen Pemerintalan
[OPD yang Dindlal ! Inspektorat Daerah
Bo|  Tujuen/Sesarss Strategls Indlkator Kinerja [ Kode | Pemiliix Uratas c/ve Uratas yeca
'_E' Terhnna
- » -« 4 - 3 g [ J] L)
1 Twaan:
Mendnghatiom pengawasan
Sasaran Maruritas Sistrm Kualtas penyossggaraan SPI bak Enapeur | Peran Satpas 51T batk tngiol . I "h’ﬂ" 1 Inagektont
Pengradalian iniern dapat dinllal secars akurst | Daceah Femda maupun tingiat OPD s Daeraby
efisternsl dan akuntabilitns hasil | Pemeriosah widak terstraktur demgan 2. OPD
Pergie L 2. Kumngryw pessahaasan OF0 batk 3. Masywrokest
tentang pregeiolaan reko dan 2, aformasd
= dihasdkan OPD thdak
3 Kurangnyw kesadaran OPD akumt
rotang sign it SHP 3. Penyelongpanman
terhadap elrlniftas, cfisiens pernerintaban tidak
dac akerniddites efeknl, efinien dan
penyeienggarsan aburniste
4. 0PD belum securn tertih o Tadak
mendolumentasionn kngiatan terdolumentasinym
kegiotan yang mendukang W
S APIP bedum mebakkas C 5. Hasll pemericaan 1. Inspedtornt
penialan secars menyedarub Muresg akurt Dwrrab
penyclengparnsn SMP 2.0rM0
OPFD yang disudit 1. Mamywrakat

Keterangan:

Kolom a dissd dengan nomor urut

Kolom b diwi dengan tujusn strategis urusan wajib sebagaé mana tercantum dalam RPIMD/Renatra

Kolom ¢ diisl dengnn indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisl dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e déisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pibak/unit yang bertanggung jowab,/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudab idontifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko {eksternal /internal)

Kolom i dilsi dengan C, jika unit kerjn mampu untuk mengendalikan penyebab risike, atau UC jika unit kerjn tidak mampu mengendalikan risiko
identifikasl dampek risiks, dampak risiko bisa dilkategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi

Kolom j diisi dengan uralan akibat yang ditimbalkan jika risiko benar-benar terjadl. Untuk mempermudah &
dan Hukum
Kaolom k diisi dengan pihak/unit yang menderitn/terkena dampak jikn risiko benar-benar terjadi




Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Form 3.c

Numa Pemda . Pemerintali Kubupaten Baryuimas
Numa OID ¢ Inspeknoent Dacraly
Tabun Perdiaian T N0
Prriode yungg dittial 021
- Neningkaticon pesserintahan

POOBIwRNT) YT iengRaraan
- Meningkavnyn efektifiuas, efsienst dan akuntatilites hand pergosmsen
T Urusan Peagawasan Urusan Pemerintahan

om;-‘oun- - Inapekicent Daerah
Y S o o — = arve - —
Tubap Cralan e Pemilin Uralan Samber Uralan parelease
_F » - 4 - =T ] » [ J = 1
. [ Penyclengparsan 1. Persentase Terrncunasn 1. Handl peniliaian risiko sebagel Irtwe L Kesnogrys pemadaman APIP | interrsal C 1. Pemerintab Daerad
Pengrwasan tntermal Peinksannan G peryisanan PRPT thdak mengrnas SPIP dan peniakan riefkn thdak eptimal Auditee
Program Kerja izt rosan 2 Pengawasan tdak Inspektur Darrah
Iycgawann 2. Audiiee tidak Jujur/ tidsk Exserval] © berkonirileesl sgnifiian | Irtan
Tuhunss (PKFT) surst dedam toendul ristho terhadap pencapesan Pemerilon
Pengawasn Intemal tuyoan suditer
"W’ Fedo kwinan) 1. APIP gagu) memahassd 1. Kursegnya Intend | € 1. Informand yang Inapektur Dacrah
pregawasan APIP penyriengpenan SPIP auditve mengrnal 8PP dan pendatan dart audites Udak dandal | Irban
yang ditangass oieh 4 Tedgadinm — ko 2. Hidangnya iotegsitas APP | Peroeriion
Tindak Lanjut erpentingan 2 Kurwegoye Thak terlaksamanys PO'T
. pemtwrian gratias okh inlermn wihadep sktivitas bterral | € 3:.-“-:-‘
"w 1»
ceriaut hegiatan dalam proses Eksernal) ©
revin fevalunsi teshudap ot gaisaxi pe=rrintahan
tetisnl RXA yang scharssnys
perencansan, pelapocan proses disswen di bulan September
onganisasl rmda tura dirmalal 81 bulsn
Penatausatuaan 1. Kesaladun perhitungnn primn 1. Kelurmngiedtsan dalsss tntreral € [Kurssgrys anggans Inspeitur Daesaly
AIgERCRn Dengiawsan (Do nal perhitungan peladosian keyaian Irtwan
Pemerikan
Pelagocen 1. Keterinmbatan peneriitan LY Brivs Penugasan yang bertumpuk | beterral 1. Tidak tercapeadan PFemerintah Dacraby
2. Rendalnyn kuaditns basdl audit penanganan Indikece Kinerja Auditee
dan 2 usiites SDM C Pergiransan Inspeitur Dacral
AP Q.Ml-nud‘;ugm Lrtan
dadam tmtuk Pemeriiom
opeinal
Prmartauan den | 1. Kegegadan mengldenti st Brtan L. Evaluesl dllakudow terbatus | beternal C | Tidak adaryn perbaiins Inspektur Daerah
evadnsl permasatahan dalam pada outpet kinerin Irtas
prisicsanann ooney |Nnat-
Tindak Wegut hasll | 1. Lumiwtnnyw peryeiesssan tindak préan 1. Kursng jelaserys bentuk Iraernal C L. Aisdinee tidak dapet Inspektur Duerah
[Py s Sanjus lnrgut yuog harus memenuli etk largut | irtan
dipesly oled auditee wlas relossendasi Prmeriksa
2. Kurangnya pemactsusn c 2. Tk
terhuing capadan tindsk indikascr
lanjut g




[Prvetenggarman 1. Fersentane Perencanasn 1. Tidak sewmue keglatan M 1. Jamind aduan das permmasan | chateenad | UC REgialian pesgawssin Haek | Easpekisr Duersh
Peagawasan Dengan Tuguan Pebibonarans Prtgaensan dengan o it tilsd dape diperdiced optimal karena periugasan whan
Tertemtu Program Kerja tertents dapat berjadwal dadam secarn akiirat bertumpuk Pemeriow
Tahunes (FXFT)
Irrgawnman Dengan Pl sarman 1. Teriadinge bernturun frban 1 Kyrangrys pengeadatian mmernal c 1. Milsrggryn integritan APIP | inspektur Daerah
Tujuan Terwenty Mepentingnn dan steu e terbadap aktvias 2. Mengures wakiu dan rtan
2 Perwemtase Semwaan/ pemberian grasifilas oleh pomeTiion eRwierral we perhatinn pemeriksn Pemetikna
releomendast aubitee , 2 Pemwsiiann kasus
pengawasan P 2 Kusus yang diperiks heckembang menjad|
yang ditangasd oleh melitatiann A dan masak e Compde ks
Tim Tiodak Lanjut prrgaditen
Peracausahisan 1 Nesalahan perhitsngan Jroan 1. Xekurangnestan dalsss Irdernal c Kurangryn snggesan Inapekiug Dacrah
MO PengrwRAEn dergan peshitungan pelniosan krgistan ban
ujuan Premeriona
Peinporun 1. Ketorfambatan penertessn LHP Jrban 1. Penugesan yarg bertumpuk | tesernal 1. Tadak tercagalan Pemerneoeat Daerah
::‘-hnm--u—. 1&.:\ nternal - indicaser kinerjn Autiee
rekomendasi Kurangzoys kusiiues SOM ml Erspektur Daeraly
- . g Hoer
dalam LI Pemenios
bermasdant socars
rgpaimial
Pemantauan dan L. Kegngalon meogddenifidousd Lrias 1. Money dilakukan tertatan Indernal c Thdak ndasiyn perbadloan Inspektur Dacrah
| evaluast permasaiaban dalems pada cutpat Eban
ph-_—-uv
(Tindad Lanjut Hasll | | Lambuteyn penyelesainn tindak 1. Kurmng jebaseryn bentuk Internnl c 1. Auditer tidak dapat Snapekisy Dacrab
lwrgut sindai lnjut yang hares memenvahil tindak landat | rban
diperruhi oleh audites s rekomendast Pemerikan
2. Kurangeys C 2. Tdak 1ercagainys
terhadap capeian tndak inddator kinerja
[ [ L Jumbsdy Persturan | Pelnksunase Hasdl perumusen ebijakan Rumognye sostalisasl tentang Internal € |Pelaksamann pengmasen | Femeriegs Daerah
Teiknis ¢l Didung Aan Keprutusan pengeasan dan lasilitast kebijakan pergrwasen dan s Audinee
Pengawasan dan Fasditast Bupeei di tédang pengewasan tatak diterapkan Lasilitand pergawusan pemerintaban tdak optimal | inspekiue Dacrmb
Pengawasan m-nh wrarn ogeimal wtan
Pemeriosa
Pengawasn yang
Asmsenal Gan PeOSMMEgar 1. Terscoeane renlisns | Ivinksarnaan 1. Regiatan asistens dan 1. Pelnksannan sssiens dan | interned || © T Auditee tidak memnaharm | Pemerintan Deerah
Wrggatan asiscened penddanpiagnn tulak optireal pemdampingsn yang kurang trateri dan Udak Gapet | Aditee
dan prndem pingsn intens apekiur Decrah
2. Persentase 2 Penpadu merisn tidak puay dun| 2. Mduas tdak memeniahi Tneermnal uc 1%- Wban
kasas/ wdaen lavak mengndu ke APH kriteria untuk dittndaklsnguti dan menyita | Pemeriiosa
poricss yang wakty dan perhatian
diindadanjut) A Kurang optimalinye transder AP
dengan Wetarn T aewum bey
pemerikanan AFTP peserta 3. Usia dan latar belakang Internal C 3 APIP peserin
3. Persentaoe APIP diklat fworkabop, blmiek/PKS pendidilon formul AV d&ll-::nvl
mengikus) Aidnt / workshop/ stk ek
dikiad S worksbop/ m/m memabami mater|
- Dimivk /RS

Ketreangan
Kolom & diisd dengan nDoseor Urt

Koloss b dibet dengan keglatan, tujusn kegiatan, dan sasaran kegiatan sebuguomana tercantas dalam RKA SKPD Keloom ¢ diisi dengan indikasor Kineon Dujuan / sessrss kegiatian

Koloms d diisé dengan tabapan

egiatan
Kolom e dilsl dengan wralan peristhve yrng menapakon ridko

Kolom § Gesl Gengan Kode ristio

Kolom g dilsi dengpun Pemstils risien, pilk/unit yeegt Derturggoang juwad) berkepentiogen untuk meogelols risiko
Kolom b @il dengan perpetab tsmbolnye ridke, Untuk messpersudah

Koo | dilsd dengan C, . it kerjn masmgn untuk mengendaliicen peryotab peryetmly
Kol k diisé deagan ursian akibet yung ditimbulion fika risfio beoar Yenae terjati. Untuk mempermudah sdentifikost dampalk risikn, dampak risko tise dintegodhon ke dalam: Keoangan, Kinesja, Reputas dan Hukum
Kodom | dilsd dengan pihuak /unit yarg mendecitn/ teckena daspak jlion risio benar betu terjadi

Mdentifics sebab rislko, sctubs risiko biss dikategorilean ke dales - Man, Money, Methed, Mackine , Gan Material

risiin, atau UC B it kerfa tdak ssampu mengendalilonn




Formulir Kertas Kerja

Form 4

Hasil Analisis Risiko
Nama Pemdn : Pesverintah Kabupaten Banyumas
Taliun Penilaian 1 2020
Tujuan Strategis ! Meningkathan pengawasun penyelenggarnan pemerintahan
Urusan 1 Urusan
Analisis Risiko |
Kode Risiko |  Skmia Skala Blala
Du-.’al' l’-.‘*m Risiko
< d . f=dxe

OPD 1: Inspektorat Daerah
nteraal —
1 nan PKPT tidak akurat
APIP memalami auditee
3| Terjadinyn dan atau pemberian gratdicas
toe
4 Terganggunyn jadwal PRPT terkait pelaksanaan revid/ evel sani
terhadnp dokumen /kegiatan perencanaan; proses organisass
| perhity pengawasan internal
6] Keterlambatan
kualitas hasil audit dan rekomendasi
[ e mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanoan
9 Lasnbatnya penyelesaan tndak lanjut
Rc,nnni’):r?’ﬁmaf‘omtu

semun kegaian pengawasan dengan tujuan tertenty dapat
dalas PEKPT

Kawvus ya APH dan masuk ke pengadilan
a_ﬁ_;cﬁn%! wasan dengan tujuan tertentu
Keterlambatan
kualstas hasil audit dan rekomendass
permasalahan dalam pelaksanasn

Lambatnya penyelesaian tindak lanjut

Perumusan Kebjakan Teknis di Iiang Pergiwanan dan FRsiitasl

1 ﬂzcunmbhﬁ&mwdmhﬂinﬂm
tidak diternpian secara optimal

Asistenal dan Pe

-

asistenal dan pendampingan tidak optimal

2 merasa tidak dan menghdu ke APH

optimalnye tranafer Bmu ANtara narasumber dengan APIP
daklat Biim PKS

Keterangan:

Kolom a diisi dengan noemer urut

Kolom b diiwi dengan risiko yang teridentifikast sesual lampirnn Ga dan 65
Kolom ¢ diisi dengan kode risiko sesuad lampiran 6a dan 6b

Kalom d diisi dengan siala dampak becdanarkan perhitungan rata-rata/modun sieala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kaolom pdﬁdﬂm skala kemungiinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta

diskusi

Kolom f diisi dengan hasdl perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan



Form 5
Formulir Kertas Kerja

Daftar Risiko Prioritas
(Nama Pomda : Pemerintah Ksbupaten Banyumss
[ Tahun Penllainn : 2020
. s ° d . ! [
1| Strateg) peningkatan [PK tidak I Survel dilaksanakan oleh | Target IPK GARK tercapal
dapat ditetapkan secars akurat BPS dan data diolals oleh
dﬂakmnﬂlhhm
yang jelas mengenai
formulasi perhitungan IPK
2| Vil wurvel tidalk akurat Kepala |1, Responden Taformant IPK yang tidak
mengpambarkan persepai korupsi| Doerah mm’;:. nhnmhp:u”:m
di Kabupaten Banyumas pergruns layvanan di penidlaian stakeholder
beberapa OPD {misainya calon investor)
pelayanan (RSUD, terhndap Pemerintah
DPMPTSP dan Kabupaten Banyumas
2. Kurangnya soséalisasl
mengenai Myunan
schingga responden
tidak memahami
informasi yang ada
s OPD 1 = B
Kualitas penyelenggaraan SP1P Inspeiktur 1. Peran Satgas SPIP baik | 1 Penyelenggaraan SPP
tidak dapat dinilal secara alkumt Daerah tingkat Pemnda maupun tidak terstruktur desgan
tinglat OPD tidak baik
optimal _
2. Kurangnya pemahaman | 2. informasi yang
OFD tentang dihasilkan OPD tidak
pengelolann riniks dan akurat
SPP
3 Kurangnys kesadaran 3 Penyelenggaraan
OPD tentang pemerintahun tidak
MPMMM efektil, ofisien dan
efisiensi dan akuntabel
akuntabilitas
penyelengraman
pemerintaban
4.0PD belum secara tertih | 4, Tidak terdokumentasinya
penyelenggaraan SPIP
keglatan kegiatan yang
mtern
5 APIP belum melakukan | 5 Hasil pemericsaan
penilaian secarn kurang akurat
meoyeluruh mengenal
penyelenggaroan SPIP
OPD yang disudit
ﬁ-n-wonu
Inspektorst Deerah
Penyelenggarman Pengawasan
xmmw L 1. Peagawnsan berbasia
dasar penyusunan PKPT tdak AFIP mengenal SMP dan|  riaiko tdak optimal
2. Auditoe tidak jujur/ 2. tidak
Pengawasan
mendlal rialio terhadap pencapaian
1
P‘ﬂ)&f-ﬂ = A e 1 vy
SPIP auditee APIP mengenad SPIP dan | dari auditee tidak handal
pentatan risko
3T ya benturan K ARIP
| dan atas urangoyn pengendalinn | Hilangnys integritas
gratifikaa: oleh pemerikna
auditee
4| Terganggunya jadwal PKPT Keterlambatan pelaksaan | Tidak terlaksananys PKPT
terkait kegiatan dalam proses sesuai jadwal
reviu/evaluasi terhadap organisasi
kum (minal RKA ynng
perencanann/ pelaporan proses seharusnys disusun di
organisasi bulan September bare




dismulai da bulan Oktober)

SANPE PUERNS Wivrnel porhitungan | pelksian kegiatan |
bertumpuk dengan kinerja pengawasan
pengawasan

[ 7| Rendahnyn kualitas hasi sudit Kurangnys kualitas SDM | Informasi yang disajikan
dan rekoemnendasi | AFIP hhml.ﬂ?’;?nk
bermanfast secarn optimal

i oty e r""‘ B S TASIA wisaon pecitinn

permasalahan terbatas pada output kinerja

9| Lambatnys penyelesasan tndak frban 1. L Auditee tidak dapat
bentuk tindak lanjut memenuhi tindak lanjut
yang harus dipenuhi atas rekomendast
oleh auditee
2. 2. Tudak tercapainys
pemantauan terhadap indikator kinerja
capaian undak lanjut pengawasan
Jusmlah sduan dan Mwuﬁk
permintaan sudit tdak optimal karena penugasan
dapat diprediksi secara bertumpuk
akurat
rrh-l Xurangnyn Hilangnyna integritas APLP
ntern terhadap akthvitas
peoerikes
| T Pemerikssan kasus Menguras waktu dan
berkembang menjadi perhatian pemeriksa
oo pleks
' dalarm Kurangrya anggaran
perbdtungen pelaknaan kegiatan
Jrban Tidak tercapaian indikatar
bertumpak dengan kinerja pengawasan
internal
Kurangnys kuakias SDM | Informast yang dasaskan
APIP dalam LHP tidak
secan
Monev dilakukan terbatas | Tidak adanya perbailan
r'hn oo
froan 1. Kurang jelasnys 1 Audites tidak dapat
bentuk tindak lanjut memenubi tindak banjut
yang harus dipenuhi ntas rekomendas
oleh auditee 2.Tudak tercapainys
2. Kurangnya indikstor kinerjn
pemantauan terhadap pengawnsan
capaian tindak lanjut

Perumunan Kebgakan Teknia

Bidang Penigawasan dan

Fanilitani . o

1 perumusan Jrbmn Kurangnys sossalisasi Prinksanann peagawnsan

pengawasan tidak diterapkan pengawasan dan fasilitasi | pemerintahan tidak optimal

secara optimal pengawasan

Asistensi dan

1| Kegiatan asistensi dan Jroan Pelaksanaan swistensi dan [ Awditee tidak memabami

pendampingan tidak optimal yang materi dan tidak dapat

intens mengimplementasikan
muwm;mndmf P-baa Adunan tdak memenuhi Kompicksitas kasus
mengadu ke APH koriteria untuk meningkat dan menyita
diundaklangut wakiu dan perhatian AP
mmm Ui GAN AtAr belakang | APIP |
mrﬁ.l’mh o M-u:'u:w unu’umu-‘
dikiat/workshop/ bimtek/PKS Dimtck PKS iiobomd saviiel




Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 6

Nama Pemerintah Daerah  : Pomerintah Kabupaten Banywumas
Tahun Penllaian :m
Kondisi Lingkungan Pengendalian Uralan Pengendaiian yang E/KE/TE| Celah Pengendalian Rencana Tindak Perbaikan

No.| yaog Kurang Memadal Ada Lingkungan Pengendalian Penanggung jewab Target Waktu
- b e d . 1 g E

1 |Komitmen Terhadap Kompetensl

1{Pengireman dikiat Banya fokus Penyusunan Peta Kompetenai KE Kebgakan belum diskuts Perencanaan dan pengiruman diklat Inspektur Dasrah Trswulan IV 2021

pejabat fungeional auditor, P2UPD dan dengan prosedur baku secars mernta bag pejabar

Audiwan). Pelaksana teknis harus belajar yang jelas struktural, pejabat fungsional dan
_mm
11 [Perwujodan Poran APIP Efektif

1]APIP belum tikan SOP Pelaksanaun Audit KE Prosedur Memeriksa PKP dan KKP Tin Audit Inapektur Daecrah Trawulan IV 2021

pengendalian intern dan pengelolaan risiko betum d:daksanakan untuk memastikan bahwa tim telah

pada ssat melakukan audit menilal penyelenggarann SPIP audites

sebelum melakukan audit rinci _

2] APIP belum secars optimal melakukan Gelar Pengawasan Daerah XE Keobijakan dan Prosedur Pembinean pengawusan dan sosialissst [Inspektur Daerah Triwulan IV 2021

pembinaan pengawasan dan sosialisasi haell |(Larwasda) yang diaksanakan peogendaban sudah hasil persgawasan secarn berkala

pengRwaANsRn secarn tahunan untuk semus dilakukan,

obyek pemeriksaan mamun belum mampu
Wdﬁom
terdentifikani

Keterangan

Kolom a diist dengan nomor urut

Kolom e Diisi dengan alasan kurang/tdak efektif.

(1} Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakulan, namun belum mampu menangani rissko yang teridentifikass,

2) Prosedur pengendalian belum /tdak dapat dilaksanakan,

{3 Kebijakan belum difluts dengan prosodur baku yang jelas,

{4) Kebijukan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnayn
Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak /unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalinn

Kolom h didss dengan target waktu penyelesaian RTP



Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Form 7

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tujuan Strategis .
memnm
| Kode |Uraian Pengendalian yang Rencana Tindak s Target Waktu
nI ] c d c L4 3 h i
I[Strategl peningkcatan [PK tidak dapat Koordinasi dengan BPS, TE  |Kebijakan dan Prosedur | Mclaksanakan survel Kepala Daerah | Triwulan 1V 2021
ditetapican secara akurat Bagian Organisasi Setda pengendalian sudah mandiri secara berkala
Kab, Banyumas dan dilakukan, namun belum  |terhadap pengguna
Kementerian PAN dan RB mampu menangani risiko | layanan
teridentifikasi
2 Wasil surver tdak alurat men Koordinast dengan BPS, TE | Kebijakan dan Prosedur | Mengusulkan tambahan | Repala Dacrah | Triwulan IV 2021
persepsi korupsi di Kabupaten m‘ Bagian Organisasi Setda pengendalian sudah OPD pelayanan lainnya
Kab. Banyumas dan dilakukan, namun belum | sebagai tempat
Kementerian PAN dan RB mampu menangani risiko | pelaksanaan survel
yang teridentifikasi
il Rislko Strategls Dinas
Keschatan -
T|Kuakitas penyclenggarann SPIP tidak 1. Evaluas SPIP KE dan Prosedur |1, Evaluasi SPIP secara | Inspektur Daerah | Triwulan IV 2021
dopat dinilai secera akurat 2. Reviu dan sudah berkelanjutan
pend-mu% ,namun belum . Sosialisasi dan
DA — menangani risiko pendampingan
teridentifikas: penyusunan RTP
secara bekelanjutan
Kesehatan
chnlenmm?cnmlum
1|Hasll penilaian Pendampingan penilainn KE |Kebijakan dan Prosedur | Penetapan Raperbup rban fan 1 2021
dilakukan, namun belum | Pengelolaan Risiko yang
mampu menangani risiko | mengatur detail tata cara
yang teridentifikasi penilaian dan
risiko
anglmmah-mlpcnyefenwmn Pelatihan di Kantor Sendin KE  |Kebijakan dan Prosedur | Diklat) Workshop/ Irban 11 2021
sPp (PKS) tentang SPIP pengendalian sudah Bimtek/ PKS tentang
dilakukan, namun belum | SPIP secara intens dan
mampu menangani risiko | berkelanjutan
"SITexjadinynbenm .
— - e
g b mlmlok o.udmc Sonhaﬂbe:x“{zm E -
4Tmmny-ladmterhﬁ Koardinasi dengan OPD KE  |Prosedur pengendalian Rekomendasi mengenat Irban [Triwulan 11 2021




pelaksanaan reviu/evaluasi terhadap terkait (misal pelaksanaan befum dilaksanakan ketepatan waktu
T e ooty arces reviu RKA, dengan BKAD) pelaksanaan /
organisasi Pemda penyusunan dokumen
perencanasn /pelaporan
perml;mnmm Koreks: secara berjenjang E . . - -
lan SOP Pelaksanaan Audit KE Prosedur pengendalian Money SOP Pelaksanaan Irban lan 11 2021
belum dilaksanakan Audit dan
imol )
e hasil audit dan Reviu berjenjang KE  |Kebijakan dan Prosedur | Telanh sejawat Irban IV 2021
pengendalian sudah
dilakukan, namun belum
mampu menangani risiko
teridentifikasi
Monev dan paparan hassl E
permasalahan pelaksanann PENZAWRSAN Secara rutin - - -
tnya penyelesaian rindak Tanjut Pemantauan tindak lanjut KE dan Prosedur Keterlibatan Irban dan Irban Triwulan 1 2021
sudah pemeniksa dalam tindak
, namun belum  |lanjut
menangani risiko
teridentifilcas
Menginventansir semua E  |Kebijakan dan Prosedur | Meningkatkan kualitas Irban [Priwalan v 2021
jenis pengawasan yang pengendalian sudah PKPT berbasis risiko agar
wajib dilaksanalcan dilakukan, nemun belum  |beban pemeriksaan tidak
mampu menangani risiko | terlalu berat meskipan
Sosialisasi benturan E ) .
kepentingan dan gratifikasi -
Koordinasi dan kerjasama E e K A
yang baik dengan APH =
Kaoreksi secara berjenjang E - - - -
SOP Pelaksanaan Audit KE  |Prosedur Monev SOP dan Irban [Triwulan 1 2021
belum dilaksanakan implementasinyn
Reviu berjenjang KE Kebijakan dan Prosedur  |Telnah sejawat Irban Triwulan IV 2021
pengendalian sudah
dilakukan, namun belum
mampu menangani risiko
teridentifikasi
m Monev dan paparan hasil E
s pelakaanusn pengawasan secara rutin . X =
tnya penyelesalan tndak lanjut Pemantauan tindak lanjut KE akun dan Prosedur Keterlibatan Irban dan irban 12021
sudah pemeriksa dalam tindak
kan, namun belum | Lanjut
pu menangand risiko




vang tenidentifikasi
usan Rebijakan Teknis & Bidang
1 perumuIen ket Upload Peraturan Bupati KE  |Kebijakan dan Prosedur | Sosialisasi secara berkala Triwulan 11 2021
A diterapkan secara npm.‘m pada JOIH pengendalian sudah tentang Peraturan Bupat
dilakukan, namun befum | terkait pengawasan
mampu menangani risiko
yang teridentifikasi
Asistens dan Pendampingan
anistcns: dan pendampingan Asistens: dan KE  [Kebijakan dan Prosodur  |Monev hasil pelaksanaan Irban Triwulan 101 2021
tidak optimal pendampingan pengendalian sudah asistensi dan
dilaksanakan secara desk dilakukan, namun belum | pendampingan
agar lebih intens mampu menangani risiko
- yang teridentifilcasi
2| Pengadu merasa Gdak puas dan Klarifikasi terhadap KE  |Kebijakan dan Prosedur | Perumusan kebjjakan [rban [Triwualan 11 2021
mengadu ke APH pengadu atau koordinasi pengendalian sudah tentang kriteria aduan
dengan OPD terkait dilalukan, namun belum  |dan monev atas
mampu menangani risiko | pelaksansantya
m@mum Petn Kompetens dan KE  |Kebgjakan dan Prosedur | Monev terhadap hasil Irban [Triwulan 11 2021
aikiat d‘“’"’ APIP s rencana pengiriman pengendalian sudah penginman / pelaksanaan
PO dikiat /workshop/ dilakukan, namun belum | dildat/workshop/
bimtek /PKS mampu menangan risilko | bimtek/PKS
Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom ¢ diisi dengan kode risiko
mawmmw-wy-‘wm/Wuammmmwrmmmwpmwmmzmw\m.

wemmmmmuamm

(5] KE apabila Kurang Efektif;

{6] TE apabila Tidak Efekuif.

Kolom { Dilsi dengan alasan kurang/tidak efekuif:

(5) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifiiasi,
(5) Prosedur pengendalian belum /tidak dapat dilaksanakan,

(7) Kebljakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(8) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnyn

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhlan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiastan pengendalian

Kalom i diisi dengan target waktu penyelesalan RTP



Form 8

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas

Tahun Penilajan : 2020

Tujuan Strategis : Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Urusan Pemerintahan: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No | Kegiatan Media/ Bentuk Penyedia Penerima Reallsast Keterangan

Pengendalian yang | Sarama Informast Informasi Waktu

b o d - £ h

'T! Melaksanakan Rapat/ Surat mﬁp Inspektorat ‘;i‘;uhn v W

survel mandiri J Daerah 1

secara berkala g;“h’n‘

terhadop Organisasi

pengguns Setela

layanan — ~

2 Mengusulkan Rapat/Surat Inspektorat Kementerian | Triwulan IV
tambahan OPD Daerah PAN dan RB 2021
pelayanan Bag.

$ Orgamisasi
leinnya sebagai Setda
tempat
pelaksanaan
survel

3 | Evaluasi SPIP Rapat Inspektorat | OPD Triwulan 1V
secara Daerah 2021
berkelanjutan N N

4 Somatisast dan Rapat Inspektorat orp Teiwulan IV
pendampingan Deerah 2021
penyusunan RTP

s Penetapan Rapat Inapekiorat L Triwuian IV
Raperbup Daerah 2021
Banyumas
tentang
Pengelolann
Risiko yang
mengatur detasl
tata cara
peniladan dan
pengelolaan
risiko N =

6 Diklat/ Rapat Inapektarat Pemerikna Triwulan IV
wm, Dasrah 2021
Bimtek/ PKS
tentang SPIP
secaras intens dan
berkelanjutan = — —

7 Internalisasi Rapat Inspeictonat Pemerikoaa Triwulan IV
nilsd-nilai Dasrah 2021
integritas secara
lebih intens =

L] Rekomendass Rapat/Surat Isspektorat OoFD Triwulan IV
engenai Daernh [Sekretanat 2021
ketepatan wiktu BKAD,
pelaksanaan / Bappedalitha
penyusunan g
dokumen
perencanaan /
pelaporan e o

9 Keterlibatan Rapat Inspektorat Pemeriksa Triwuban vV
Irban dan Daerah PPTK 2021
Pemeriksa dalam
penyusunan

10 | Monev SOP Rapat Inspektorat | Pemeriksa Triwulan IV
Pelaksanaan Daerah 2021
Audit dan
implementasinys




Kolom a diisi dengan nomor urut

11 | Telaah sejawat Rapat Inspekiorat | Inspekiorat | Triwulan IV
Duerah Daerah Kad, | 202)
Kaby/Xota Banyumas
innys di
Provinsi
5 — Jawn Tengah | S =
mendalam oleh Daerah 20
Auditor /P2UPD
Madya mengenai
kineria
13 | Keterlibatan Rapat Ioapekiorat | Pemerikan Triwudan 1V
Irban dan Daerah Tim TLHP 2021
pemerniksa dalam
tindak lanjut =
14 R Pemenioa Triwulan IV
Meningkatkan pat Inapektorat "
berbasis risiko Rervioansmn
agar beban
pemeriksaan
tidak terlaiu
berat meskipun
ada yang tidak
terjodwal — B
15 Deteksi dini Rapat Inspektornt Preneriknn Triwslan IV
terhadap dugaan Desvah 2021
TPK
16 | Somnlisasi secara | Rapat Inapektorat | OPD Triwulan IV
berkala tentang Dwerah 2021
Persturan Bupati
terkadt
peugawasan
17 | Monecy hasil Rapat Inspekiorat | Pemeriksa Triwuian 1V
pelaksanann Daernh 2021
asistens: dan
18 | Perumusan Rapat Inspektorat | Pemerikaa Triwulan IV
kebijakan Daerah 2021
tentang kriteria
aduan dan monev
atas
pelaksanannnya — | .
19 Money Pemenkaa Triwulan IV
techadap | Rapat Inspekiorat T
penginman / pelak
sanasan
diklat /workshop /
bimtek /PKS
Keterangan

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan




RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Form 9

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumans
Tabun Penilaian : 2020
Twuan Strategis ! Meninghkatican pengawasan penyeclenggaraan peserintahan
Urusan Pemerintahan ___ : Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan
Reoncana Waktu
No Kegiatan Pengendalian yang Bentuk/Metode Penanggung Jawab Realisasi Waktu Keterangan
Dibutubkan Pemantauan yang Pemantauan m Pelaksanaan
Diperlukan
8 b e d e f
1 Melaksanakan survel mandiri Konfirmas: Semester |
secara berkala terhadap pengguna | dan laporan Inspektur Daerah
layansan pelaksanaan kegiatan
2 Mengusulkan tambahan OPD Konfirmasi Semester |
pelayanan lainnya sebagai tempat | dan laporan Inspekeur Davrshy
pelaksanasn survei pelaksanaan keglatan
3 Evaluast SPIP secarn berkelanjutan | Konfirmasi persiapan Inspektur Daerah Semester 11
dan laporan
_pelaksanaan Kegiatan
Rl Sosialisasi dan pendampingan Konfirmasi persiapan Inspektur Daerah Semester 11
penyusunan RTP dan laporan
pelaksanaan kegiatan
5 Penetapan Raperbup Banyumas WW Inspektur Daerah Semester |
tentang Pengelolaan Risiko yang laporan
mengatur detail tata cara pelaksanaan kegiatan
penilaian dan pengelolaan risiko
6 Diklat/ Workshop/ Bantek/ PKS Konfirmasi Inspektur Dasrah Semester |
tentang SPIP secara intens dan dan laporan
berkelanjutan pelaksanaan kegiatan
7 Internalisasi nilau-nila integritas Konfirmasi persiapan Inspektur Daerah Semester |
secara lebih intens dan laporan
_pelaksanaan kegiatan
8 Rekomendasi mengenai ketepatan | Konfirmasi persiapan Inspektur Daerah Semester |
waktu pelaksanaan/ penyusunan dan laporan
dokumen perencanaan/ pelaporan | pelaksanaan kegiatan
9 Keterlibatan Irban dan Pemerilcsa Konfirmasi persiapan inspektur Dacrah Semester 11
dalam penyusunan anggaran dan laporan
10 Monev SOP Pelaksanasn Audit Konfirmasi persiapan Inspektur Daerah Semester |
dan implementasinya dan laporan




11 | Telaah sejawat Konfirmas: Inspektur Daerah Semester 11
dan laporan
12 Evaluass secarn mendalam oleh Konfirmasi persiapan Inspektur Daerah ‘Semester |
Auditor /P2UPD Madyn mengenad dan laporan
kinerja pengawasan B pelaksanaan kegiatan
13 Keterlibatan Irban dan pemeriksa Konfirmasi Inspektur Daerah Semester |
dalem tindak lanjut dan laporan
14 | Meningkatkan kualitas PKPT Konfirmasi Inspektur Daerah Semester |
berbasis risiko agar beban dan laporan
pemeriksaan tidak terlalu berat pelaksanaan kegiatan
meskipun ada tdak -
15 Deteksi dind terhadap dugaan TPK | Konfirmasi persiapan Inspektur Daerah Semester |
dan laporan
pelaksanaan kegiatan
16 Sosialisasi secara berkaln Konfirmasi Semester |
et tentung ~a persiapan I ktur D )
pengawasan pelaksanaan kegiatan
17 Monev hasil pelaksanasan asistensi | Konfirmasi Inspektur Daerah Semester |
dan pendampingan dan laporan
18 Perumusan kKebijakan tentang Konfirmasi persiapan Inspektur Daerah Semester |
kriteria aduan dan monev atas dan laporan
pelaksanasnnya pelaksanaan kegiatan
19 Monev terhadap hasil Konfirmasi Inspektur Daerah Semester |
pengiriman / pelaksanaan dan laporan
diklat/workshop/ bimtek/PKS pelaksanaan kegiatan
Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Keglatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom © dilsi dengan Benruk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom g didsi dengan Keterangan tambahan




Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian 1 2020
Tujuan Strategls : Moningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemorintahan
Urusan Pemerintahan ! Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan
Kejadian Risiko Realisasl Keterangan
No *Risiko™ yang Kode Risiko Tangga! Sebab Dampak Keterangan RTP Ronocana Pelaksanasn
Teridontifikasi torjadi Pelaksanaan L 224
RTP
» c & . f £ 1) 1 J k
1 | Risiko Strategis Pemda
1 | Strategi peninglaatan [Pk Melaksanakan survel | 1nwulan [V
tidak dapat ditetapkan mandiri secara 2021
secarn akurat berkala terhadap
pengguna lnyanan
2 | Haml survbn mfmlduk akurat Mengusulkan 12‘3120\1111:\ 1\
menggam perseps: |
korupsi di Kabupaten tambahan OFD
Banyumas pelayanan linnyn
scbagad tempat

surves
|

11 | Risiko Strategis Dinas

Kesehatan
I | Kualitas Evaluasi SPIP secara | Towulan [V
penyelenggaraan SPIP berkelanjutan 202}

tidak dapat dinilai
secara akurat

Sosinlisast dan Trwulan IV
pendampingan 2021
penyusunan RTP
secara bekelanjutan

Masalah/Rismko Baru: -

il | Risiko Operasional Dinas

Hesehatan 1
Penyelenggaraan Evaluasi atas
Pengawasan Internal implementasi
(Permenkes Nomor 3
Hasil Taim Tahun 2019 = .
1 asi] penilaian risiko Penetapan Raperbu riwulan
scbagal dasar Banyumas ten . 2021
penyusunan PKPT tidak Y tang
akurat Pengelolaan Risiko

yang mengatur detadl
tata cara penilaian




dan pengelolann

risiko
3| APIP memahami Dikdat/ Workshop/ Triwulan 1l
pmtz;t&nnsm Bimtek/ PKS tentang | 2021
SPIP secara intens
dan berkelanjutan
3 | Tenadinya benturan
kepentingan dan atau > -
pemberian gratifikns
4 mm'mam Jadwal Rekomendasi Triwulan 11
pelaksanaan mengenal ketepatan 2021
reviu/evaluasi terhadap waktu pelaksanaan/
dokumen/ tan penyusunan
e e
proses perencanaan / pelapor
an
5| Kesalahan
AngRaran pengawasan E =
G %ﬁm Monev SOP Triwulan 11
penerbitan LHP Pelaksanaan Audit 2021
_dan implementasinys |
7 tqi:ln.m” Telaah scjawat ';rglulnlv
RE=
tifikasi s -
petmnhhnnnddnm
5'%%%—&» Keterlibatan irban Triwulan |
dan pemeriksa dalam | 2021
tindak lanjut
Fenyelenggaraan
wnenm
1 %%‘E‘u-%m Meningkatkan Triwulan IV
fajuan tertentu kualitas PKPT 2021
terjadwal dalam berbasis risiko agar
beban pemeriksaan
tidak terlalu berat
meskipun ada yang
tidak terjadwal
27| Terjadinya benturan
kepentingan dan atau
wmw - =z
o e e 2 .
7 Resalaban perbiiingis
anggaran » -
%sm% &
5 Monev SOP dan Triwulan |

L]

[ 1

LN



